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ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha [Esa, bahkan anak
diangeap sebagai harta kekayvaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda
lainnya. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusia yang alamiah, akan
tetapi sering berbentur oleh takdir [1lahi, dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai
sehingga dilakukan pengangkatan anak. D) [ndonesia belum ada ketentuan Undang-Undang vang
sccara khusus mengatur lentang Pengangkatan Anak, schingga Pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak agar tidak
terjadinya penyvimpangan dalam pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah mengangkat atau
mengambil anak orang lain menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak harus melalui
penetapan pengadilan, ini demi kepastian hukum mengenai perubaban status dari anak angkat
terscbut dalam keluarga orangtua angkatnva. Adapun permasalahan-permasalahannya adalah
bagaimana proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman, kendala yang
dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan penerapan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman. Adapun metode
penelitian vang penulis lakukan adalah Yunidis sosiologis, dalam arti kata penulis ingin melihat
dan mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat atau bagaimana pelaksanaan
suatu aturan vang sudah berlaku di dalam kenvataan dalam masyarakat, Dari penelitian dapat
disimpulkan bahwa proses pengangkatan anak dilaksanakan mulai dari proses pencarian calon
anak angkat, pendaflaran perkara dan persiapan sidang di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman,
pemeriksaan dipersidangan hingga adanya penetapan, dalam pelaksananan pengangkatan anak
ditemukan kendala-kendala dari  segi  yuridis, sosiologis  dan  psikologis.  semenjak
diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah diterapkan PP tersebut di
Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman. Akhirnva diharapkan dengan adanva Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dapat diterapkan selanjutnya dalam sidang permohonan
pengangkatan anak sebagai dasar hukumnya sepanjang belum disahkannya undang-undang yang
secara khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak.
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A. Latar belakang

Anak merupakan amanah sckaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. bahkan anak
dianggap sebagai harla kekayaan yang paling berharga dibandinghan kekayaan harta benda
lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri
anak melekat harkat. martabat. dan hak-hak schagai manusia vang harus dijunjung tinggi. Dilihat
dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa
depan bangsa di masa datang, gencrasi penerus cita-cita bangsa, sehingea setiap anak berhak atas
perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, sehagai makhluk
sosial vang merupakan kelompok masyarakal yang terkeeil, yang terdiri dari ayah, ibu. dan anak.
Kchadiran scorang anak dalam sebuah keluarga adalah suatu kebahagizan tersendiri dan boleh
juga dikatakan sebagai suatu keharusan, tanpa adanya seorang anak suatu keluarga terasa belum
lengkap.

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusia yang alamiah, akan tetapi
sering berbentur oleh takdir [lahi. dimana keinginan untuk mempunyai anak tidak tercapai.
Pada umumnya manusia lidak akan puas dengan apa yang dialaminya, schingga berbagai
usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasaan tersebut, Dalam hal pemilikan anak, usaha yang
mereka lakukan adalah mengangkat anak atau adopsi.

Iksistensi pengangkatan anak di Indonesia sebagai suatu lembaga hukum masibh belum

sinkron, schingga masalah pengangkatan anak masih merupakan problema bagi masyarakat,

terutama dalam masalah yvang menyangkut ketentuan hukumnya.

! Muderis Zaini, 2002, Aduapst Swatu Tinjawan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakartahim |



Ketidaksinkronan tersebut saneat jelas dilihat, kalau kita mempelajar ketentuan entang
cksistensi lembaga pengangkatan anak itu sendiri dalam sumber-sumber yang berlaku di
Indonesia. baik hukum Barat yang hersumber dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Rurgelijk Wethoek (BW), hukum adat yang merupakan the living faw vang berlaku di masyarakat
Indonesia, maupun hukum Islam vang merupakan konsekuensi logis dari masyarakat Indonesia
yang mayoritas mutlak beragama Islam.

Dalam  Burgelifk Wethock (BW) tidak diatur tentang masalah  adopsi atau lembuga
pengangkatan. Dalam beberapa pasal BW hanya menjelaskan masalah perwarisan dengan
istilah “anak luar kawin® atau anak vang diakui ferkend kind) sedangkan menurut hukum adat
terdapat keanekaragaman hukumnya yang berbeda. antara daerah satu dengan dacrah lainnya
sesuai dengan perbedaan lingkaran hukum adat.”

i Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi
bagian dari sistem hukum kekeluargaan karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam
keluarga. Oleh karena itu. lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian dari budaya
masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan
serta  perkembangan  masyarakat  itu sendiri. Faktanya  menunjukkan  bahwa  lembaga
pengangkatan anak merupakan bagian dan bhukum yang hidup dalam masyara kat, maka
pemerintahan Hindia Belanda berusaha untuk membuat suatu aturan tersendiri lentang adopsi
tersebut, maka dikeluarkan oleh pemerintahan Hindia Belanda Staatsblad Nomor 129 Tahun
1917, yang mengatur tentang pengangkatan anak perlama-tama hanya diberlakukan khusus bagi
golongan masyarakatl keturunan Tionghoa saja, tetapi dalam perkembangannya ternyala banyak
masyarakat yvang ikut menundukkan diri pada Staatshlad tersebut.

Terlihat bahwa praktik pengangkatan anak telah dikenal luas oleh kalangan masyarakat

Indonesia, baik penduduk asli melalui hukum adatnya, penduduk keturunan Tionghoa melalui

“ Ihid, ilm |




BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pada bab akhir ini. penulis mencoba membuat kesimpulan dari Penerapan Peraturan

smerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Pengadilan

ceeri Kelas 1B Pariaman, yaitu :

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman

sehubungan dengan syarat dan prosedur pengangkatan anak adalah :

.
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Syarat pengangkatan anak :

Surat  permohonan  pada Pengadilan Negeri yang  dialamatkan  kepada  Ketua
Pengadilan Negeri.

Kutipan akta kelshiran anak;

Kutipan akta nikah orang tua kandung;

Kutipan akta nikah calon orang tua angkat;

Surat keteranpan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga bagl pepawai
negeri sipil;

Surat pernyataan penverahan anak:

kartu Tanda Penduduk dari calon orang tua angkat;

Kartu Tanda Penduduk dari orang tua kandung:

kartu Tanda Pendoduk dari dua orang saksi;

10 Harus ada 2 (dua) orang saksi;

Il Surat rekomendasi dari Departemen Sosial apabila anak berasal dari yayasan sosial.
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